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 Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan hamil 

merupakan bentuk pelanggaran hak maternitas yang mencerminkan 

lemahnya implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak maternitas dalam 

konteks PHK pekerja perempuan hamil berdasarkan perspektif Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak 

(UU KIA), serta untuk menilai kedudukan lex specialis antara kedua 

regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan 

terhadap hak maternitas telah diatur secara komprehensif melalui UU 

Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 jo. 

UU No. 6 Tahun 2023) yang melarang PHK terhadap pekerja 

perempuan hamil dan menjamin hak cuti melahirkan dengan upah 

penuh. Sementara itu, UU KIA tidak dapat dikategorikan sebagai lex 

specialis karena tidak mengatur hubungan industrial secara spesifik, 

tidak memiliki mekanisme pengawasan, serta tidak   menetapkan  sanksi  

yang   tegas.  Secara  empiris,  implementasi perlindungan  maternitas  

masih  menghadapi  kendala  berupa  lemahnya pengawasan, rendahnya 

kesadaran hukum pengusaha, dan  ketimpangan relasi kekuasaan antara 

pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, reformasi hukum 

ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan aspek implementatif, 

harmonisasi regulasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang responsif 

terhadap keadilan gender. Perlindungan hak maternitas harus 

ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, dunia 

usaha, dan masyarakat guna mewujudkan hukum yang berkeadilan, 

manusiawi, dan berkelanjutan. 
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1. PENDAHULUAN 

Perlindungan terhadap pekerja perempuan, khususnya yang sedang hamil, merupakan isu fundamental 

dalam hukum ketenagakerjaan modern karena berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, 
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dan pemenuhan hak asasi manusia. Kehamilan menempatkan perempuan dalam posisi rentan di dunia kerja, di 

mana mereka kerap menghadapi diskriminasi dalam bentuk pembatasan kesempatan kerja, penurunan status, 

hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tingkat global, International Labour Organization (ILO) melalui 

Maternity Protection Convention No. 183 menegaskan pentingnya perlindungan maternitas, yang meliputi hak 

cuti melahirkan, jaminan kesehatan ibu dan anak, serta larangan pemberhentian kerja atas dasar kehamilan. Di 

Indonesia, prinsip serupa diakomodasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA), yang secara normatif menegaskan bahwa 

pekerja perempuan hamil berhak atas perlindungan khusus. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan 

masih tingginya kasus  PHK  terhadap  pekerja perempuan hamil,  yang  menimbulkan pertanyaan serius  

mengenai efektivitas instrumen hukum tersebut dalam memberikan perlindungan nyata. 

Dalam praktik hubungan industrial, pekerja perempuan hamil kerap menjadi kelompok yang paling 

rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa pembatasan 

kesempatan kerja, penundaan promosi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan kehamilan. 

Padahal, secara normatif, Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan 

tegas melarang PHK karena alasan menikah, hamil, atau melahirkan. Di samping itu, Pasal 82 ayat (1) 

memberikan hak cuti melahirkan selama tiga bulan dengan pembayaran upah penuh, sebagai jaminan hukum 

terhadap pemenuhan hak maternitas pekerja perempuan. 

Namun, munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA) 

menimbulkan diskursus baru dalam sistem hukum nasional. UU KIA, yang berorientasi pada kesejahteraan ibu 

dan anak, memuat ketentuan tentang hak cuti melahirkan hingga enam bulan dan pengaturan parental leave. 

Meskipun demikian, substansi pengaturannya lebih menekankan aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, bukan 

hubungan industrial. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar: apakah UU KIA dapat diposisikan 

sebagai lex specialis terhadap UU Ketenagakerjaan dalam konteks pemenuhan hak maternitas bagi pekerja 

perempuan? 

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak 

maternitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja perempuan hamil menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang ideal dengan 

praktik ketenagakerjaan di lapangan. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pemberhentian pekerja dengan 

alasan kehamilan, sementara UU KIA menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesehatan ibu dan anak, 

termasuk melalui perlindungan di tempat kerja. Namun, praktik diskriminatif berupa PHK atau penolakan hak 

maternitas tetap marak terjadi, baik karena lemahnya pengawasan, kurangnya sanksi yang efektif, maupun 

ketidakpahaman pengusaha mengenai kewajiban hukum. 

Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar: sejauh mana hukum ketenagakerjaan dan UU KIA 

mampu memberikan perlindungan yang  efektif  terhadap pekerja perempuan hamil  ketika menghadapi PHK,  

serta bagaimana mekanisme penegakannya dapat menjawab kesenjangan tersebut. 

Persoalan-persoalan tersebut semakin menarik ketika dihadapkan pada realitas bahwa UU 

Ketenagakerjaan dan aturan turunannya sudah memiliki sistem perlindungan yang mapan dan berjalan efektif, 

baik dari sisi mekanisme pengawasan, tanggung jawab pemberi kerja, maupun sanksi hukum. Sebaliknya, UU 

KIA dinilai belum jelas dari aspek pengawasan, pembiayaan, dan mekanisme pelaksanaannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak 

maternitas dalam konteks pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan hamil, dengan menitikberatkan 

pada efektivitas perlindungan hukum  yang  diatur dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan dan  Undang-

Undang Kesehatan Ibu dan Anak. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana regulasi yang berlaku 

mampu menjamin hak maternitas secara nyata, sekaligus mengidentifikasi kelemahan struktural maupun 

implementatif yang masih menyisakan ruang terjadinya diskriminasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memberikan kontribusi pada pengembangan wacana akademis mengenai perlindungan pekerja perempuan, tetapi 

juga menawarkan rekomendasi praktis bagi perbaikan regulasi dan  mekanisme pengawasan ketenagakerjaan 

di Indonesia agar hak maternitas dapat dipenuhi secara optimal. 

Kajian akademis mengenai perlindungan pekerja perempuan di Indonesia telah banyak dilakukan, 

namun sebagian besar masih berfokus pada isu diskriminasi gender di tempat kerja atau aspek umum perlindungan 

tenaga kerja tanpa menyoroti secara mendalam dimensi hak maternitas dalam konteks pemutusan hubungan kerja. 

Beberapa penelitian sebelumnya menelaah implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara yang lain 

membahas kesehatan ibu dan anak dalam perspektif pelayanan publik, tetapi integrasi analisis antara kedua 

instrumen hukum tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar literatur cenderung bersifat normatif- 

dogmatis dan belum cukup mengeksplorasi kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas praktik di lapangan. 

Ketiadaan kajian komprehensif yang menghubungkan hukum ketenagakerjaan dengan UU KIA menjadikan 

perlindungan hak maternitas dalam kasus PHK sebagai area penelitian yang masih terbuka dan membutuhkan 

pendalaman lebih lanjut. 
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Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan terpadu yang mengkaji pemenuhan hak 

maternitas pekerja perempuan hamil dengan menempatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-

Undang Kesehatan Ibu dan Anak dalam satu kerangka analisis. Pendekatan ini berbeda dari studi-studi sebelumnya 

yang cenderung melihat kedua regulasi tersebut secara terpisah atau parsial, sehingga kontribusinya terletak pada 

penyediaan perspektif komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menelaah secara kritis kedudukan lex specialis UU KIA terhadap UU Ketenagakerjaan, mengidentifikasi 

kelemahan substantif dan implementatif UU KIA, serta menegaskan posisi hukum ketenagakerjaan sebagai sistem 

perlindungan yang lebih operasional dalam menjamin hak maternitas pekerja perempuan hamil. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi 

praktis yang relevan bagi perumusan kebijakan, penegakan hukum, dan advokasi perlindungan pekerja perempuan 

di Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang 

berfokus pada pengkajian norma-norma tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin 

hukum yang relevan. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menelaah teks hukum secara formal, tetapi juga 

menggali asas-asas, prinsip-prinsip, dan konsep hukum yang mendasari peraturan tersebut. Dalam penerapannya, 

penelitian ini menggabungkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang undangan (statute approach), 

yakni dengan menelaah secara sistematis regulasi yang terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA), 

serta aturan lain yang relevan dengan pemenuhan hak maternitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan 

harmonisasi dan potensi disharmoni norma yang ada dalam sistem hukum nasional. Kedua, pendekatan konseptual 

(conceptual approach), yaitu dengan merujuk pada konsep-konsep hukum dan doktrin dari para ahli, baik dalam 

literatur maupun putusan pengadilan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu PHK 

pekerja perempuan hamil yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak maternitas yang dijamin oleh hukum 

nasional dan konvensi internasional. Pendekatan ini penting untuk mengaitkan praktik yang terjadi di lapangan 

dengan tujuan hukum secara teoretis, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan kombinasi 

kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai 

dampak kebijakan perdagangan terhadap perlindungan hak-hak pekerja dalam kerangka hukum ketenagakerjaan 

di Indonesia. 

1) Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana 

diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA). 

b. Bahan hukum sekunder: literatur, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum terkait ketenagakerjaan 

dan kebijakan perdagangan. 

c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya. 

2) Teknik Analisis 

Data  dianalisis dengan  metode  kualitatif deskriptif, yaitu dengan  menguraikan substansi regulasi 

dan menafsirkannya dalam perspektif tujuan hukum. Analisis juga dilakukan dengan menimbang implikasi 

kebijakan terhadap kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya pada kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara normatif, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan 

yang kuat bagi pekerja perempuan, khususnya yang sedang hamil atau menjalani masa maternitas. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dengan alasan kehamilan dan menjamin hak cuti melahirkan dengan pembayaran upah penuh. Norma ini 

menunjukkan pengakuan negara terhadap fungsi biologis dan sosial perempuan, sekaligus menegaskan bahwa 

hak maternitas merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Ketentuan tersebut 

kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu dan Anak  (UU 

KIA), yang menegaskan bahwa pemeliharaan kesehatan ibu dan anak merupakan kewajiban moral, sosial, dan 

hukum yang harus dipenuhi oleh negara maupun pemberi kerja. 

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi dari ketentuan normatif ini masih jauh 

dari harapan. Di lapangan, masih banyak kasus PHK terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara 

terselubung, baik melalui tidak diperpanjangnya kontrak kerja maupun tekanan psikologis agar pekerja 

mengundurkan diri16. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara norma hukum 

dan  kenyataan sosial. Mekanisme pengawasan ketenagakerjaan belum berjalan optimal karena keterbatasan 

jumlah pengawas, rendahnya profesionalitas, serta lemahnya independensi lembaga pengawas dari intervensi 
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ekonomi dan politik. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti secara 

hukum, sehingga menciptakan budaya impunitas terhadap pelanggaran hak maternitas. 

Secara teori, lex specialis derogat legi generalis berarti hukum yang bersifat khusus dapat 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila terdapat konflik norma. Namun, dalam konteks ini, UU 

KIA tidak dapat dikategorikan sebagai lex specialis terhadap UU Ketenagakerjaan, sebab ruang lingkupnya tidak 

terbatas pada hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. UU KIA mengatur aspek kesehatan masyarakat 

secara luas, sedangkan UU Ketenagakerjaan secara spesifik mengatur relasi industrial, hak pekerja, kewajiban 

pemberi kerja, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. 

Dalam praktiknya, ketentuan dalam UU KIA justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih 

(overlapping) pengaturan. Misalnya, ketentuan tentang cuti melahirkan enam bulan dalam Pasal 4 ayat (2) UU KIA 

berbeda dari ketentuan cuti tiga bulan dalam UU Ketenagakerjaan, tanpa kejelasan siapa yang menanggung 

pembiayaan dan bagaimana pelaksanaannya. Akibatnya, penerapan asas lex specialis tidak dapat dijalankan karena 

UU KIA tidak memberikan norma teknis yang lebih kuat dari UU Ketenagakerjaan, baik dari segi sanksi maupun 

mekanisme penegakan hukum. 

Dengan  demikian,  UU  Ketenagakerjaan tetap  menjadi  lex  specialis  dalam  konteks  hubungan  kerja, 

sedangkan UU KIA hanya bersifat pelengkap kebijakan publik di bidang kesehatan reproduksi. Upaya 

memaksakan UU KIA sebagai lex specialis justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan dualisme 

kewenangan antar lembaga pemerintah. 

UU KIA, meskipun lahir dengan semangat kesejahteraan keluarga, memiliki kelemahan struktural yang 

menyebabkan efektivitasnya rendah dalam konteks pelindungan pekerja perempuan hamil. Pertama, UU KIA 

tidak memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam rezim hukum ketenagakerjaan, fungsi pengawasan 

dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

hasilnya dapat ditindaklanjuti secara administratif maupun pidana. Sementara itu, UU KIA tidak menetapkan 

lembaga pengawas yang bertanggung jawab, sehingga sulit memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap 

ketentuan hak maternitas. 

Kedua, UU KIA tidak mengatur kejelasan pembiayaan dan tunjangan maternitas. Ketentuan mengenai 

pembayaran penuh selama tiga bulan dan 75% untuk tiga bulan berikutnya (Pasal 5 ayat (2) UU KIA) tidak 

menjelaskan siapa pihak yang menanggung beban biaya tersebut, apakah negara, pemberi kerja, atau melalui 

mekanisme asuransi sosial. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas hukum dan potensi resistensi dari dunia 

usaha karena tidak adanya kepastian sumber pendanaan. 

Ketiga, UU KIA juga tidak mengandung sanksi hukum yang memadai. Walaupun di dalamnya terdapat 

larangan PHK terhadap pekerja perempuan yang melaksanakan hak cuti melahirkan, tidak dijelaskan bentuk 

konsekuensi hukum bagi pelanggar. Ketiadaan sanksi ini menjadikan norma dalam UU KIA bersifat deklaratif 

dan tidak memiliki daya paksa. 

Kelemahan lain adalah tidak adanya integrasi kebijakan lintas sektor. UU KIA tidak menyebut 

keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan hak maternitas, padahal isu ini jelas berkaitan dengan 

hubungan industrial. Akibatnya, implementasi UU KIA sulit dilakukan secara efektif, menimbulkan policy gap 

antara tujuan ideal dan realitas hukum. 

Berbeda dengan UU KIA, UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya telah menyediakan sistem 

perlindungan hak maternitas yang komprehensif dan dapat dioperasionalkan. Pasal 153 ayat (1) huruf e melarang 

pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja perempuan karena kehamilan atau melahirkan. Pasal 82 mengatur 

hak cuti melahirkan dan keguguran dengan upah penuh, sedangkan Pasal 186 memberikan sanksi pidana bagi 

pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut. 

Sistem pengawasan ketenagakerjaan juga telah berjalan melalui struktur pengawas di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota, dengan dukungan mekanisme tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dengan 

demikian, UU Ketenagakerjaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, karena mengatur aspek 

teknis pelaksanaan, pengawasan, dan sanksi hukum. 

Selain itu, pengaturan hak maternitas dalam UU Ketenagakerjaan sudah selaras dengan ILO Convention 

No. 183 tentang Perlindungan Maternitas dan CEDAW, yang menegaskan larangan diskriminasi terhadap 

perempuan hamil di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia telah 

mengakomodasi prinsip decent work dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh standar internasional. 

Oleh karena itu, secara yuridis maupun praktis, UU Ketenagakerjaan lebih efektif dan realistis diterapkan 

dibandingkan UU KIA. 

Selain faktor kelembagaan, dimensi sosial-budaya juga berperan penting dalam rendahnya efektivitas 

perlindungan maternitas. Pola pikir patriarkal yang masih dominan di dunia kerja memandang perempuan hamil 

sebagai individu yang kurang produktif dan tidak efisien secara ekonomi. Sementara itu, sebagian pengusaha 

masih menganggap hak cuti melahirkan dan fasilitas maternitas sebagai beban biaya tambahan yang mengganggu 

kestabilan keuangan perusahaan. Padahal, dalam perspektif ekonomi jangka panjang, perlindungan terhadap 

perempuan hamil justru berkontribusi terhadap produktivitas dan loyalitas tenaga kerja, serta mengurangi turnover 
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pekerja. Artinya, pelanggaran terhadap hak maternitas tidak hanya merupakan kegagalan hukum, tetapi juga 

kesalahan dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. 

Kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan adanya jurang antara law in the books dan law 

in action,  sebagaimana diungkapkan oleh  Roscoe  Pound  dan  Eugene  Ehrlich. Hukum di  atas  kertas  telah 

memberikan perlindungan, tetapi hukum dalam kenyataan belum benar-benar hidup dalam kesadaran sosial dan 

perilaku dunia usaha. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon 

menjadi sangat relevan. Menurut Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yakni preventif dan 

represif. Perlindungan preventif melalui norma tertulis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, 

sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa ketika pelanggaran sudah terjadi. 

Namun, dalam praktik perlindungan maternitas, kedua mekanisme ini belum berfungsi secara efektif. Norma 

hukum tidak cukup kuat mencegah pelanggaran, sementara penegakan hukum (represif) sering kali terhambat 

karena posisi tawar pekerja yang lemah, birokrasi yang berbelit, serta ketakutan pekerja untuk menggugat pemberi 

kerja. 

Jika ditinjau dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya 

menjadi teks normatif, tetapi harus hadir sebagai sarana untuk memanusiakan manusia. Dalam konteks 

perlindungan maternitas, hukum seharusnya berperan sebagai instrumen sosial untuk mengubah pola pikir dan 

perilaku dunia usaha agar lebih berkeadilan gender. Artinya, keberhasilan perlindungan hukum terhadap 

perempuan hamil tidak cukup diukur dari keberadaan undang-undang, tetapi dari sejauh mana hukum mampu 

menghadirkan keadilan substantif dan memberikan jaminan sosial yang nyata. Dengan demikian, hukum harus 

bergerak dari sekadar kepastian formal menuju keadilan substantif yang mengutamakan kesejahteraan manusia. 

Lebih lanjut, perlindungan maternitas juga memiliki dimensi sosial dan etis yang tidak bisa diabaikan. 

Praktik diskriminatif terhadap pekerja perempuan hamil tidak hanya bertentangan dengan norma hukum nasional, 

tetapi juga melanggar komitmen internasional Indonesia terhadap Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) dan Maternity Protection Convention No. 183 yang dikeluarkan oleh 

International Labour Organization (ILO). Kedua instrumen tersebut menekankan bahwa negara harus 

memastikan perlindungan terhadap perempuan hamil sebagai bagian dari keadilan sosial dan tanggung jawab 

global terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, kegagalan dalam menjamin hak maternitas bukan hanya 

persoalan hukum domestik, melainkan juga mencerminkan lemahnya komitmen terhadap standar internasional 

yang telah disepakati. 

Dari  perspektif kebijakan  publik,  lemahnya  perlindungan  maternitas  menunjukkan bahwa  paradigma 

pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh orientasi ekonomi. Negara lebih berperan 

sebagai regulator administratif daripada pelindung substantif bagi kelompok rentan. Padahal, Pasal 27 ayat (2) 

dan Pasal 28H UUD 1945 dengan tegas mewajibkan negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlindungan kesehatan. Artinya, negara memiliki kewajiban 

konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak maternitas sebagai bagian dari pembangunan manusia yang 

berkeadilan sosial. 

Oleh karena itu, penguatan perlindungan maternitas membutuhkan pendekatan multidimensional. 

Pertama, dari  aspek  hukum, diperlukan  harmonisasi antara  peraturan  perundang-undangan nasional  dengan  

standar internasional serta pembentukan aturan turunan yang lebih operasional. Kedua, dari aspek kelembagaan, 

perlu dilakukan reformasi pada mekanisme pengawasan ketenagakerjaan agar lebih independen, transparan, dan 

efektif. Ketiga, dari aspek sosial, perlu dibangun kesadaran hukum dan budaya perusahaan yang menghormati 

hak perempuan. Dan keempat, dari aspek etis, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) harus mencakup perlindungan maternitas sebagai bagian dari komitmen moral terhadap 

kemanusiaan dan keberlanjutan. 

 

4. SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap hak maternitas di 

Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. 

UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023) sebagai dasar hukum utama dalam pemenuhan hak pekerja 

perempuan hamil. Adapun Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA) tidak dapat dijadikan lex 

specialis karena tidak mengatur hubungan industrial secara spesifik, tidak memiliki mekanisme pengawasan, serta 

tidak memuat ketentuan pembiayaan dan sanksi yang tegas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan 

antara asas dan praktik hukum serta belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hukum pekerja perempuan di 

lapangan. 

Secara empiris, pelaksanaan perlindungan hak maternitas masih menghadapi berbagai kendala serius, 

seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, dan ketimpangan relasi kekuasaan antara 

pekerja dan pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan hamil belum 

terwujud secara substantif, sehingga terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum yang ideal dan realitas 

praktik ketenagakerjaan. Temuan ini memperkuat tesis bahwa keberadaan hukum positif tidak cukup menjamin 
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keadilan tanpa didukung oleh mekanisme implementasi yang efektif dan budaya hukum yang berpihak pada 

keadilan gender. 

Dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, baik perlindungan preventif maupun 

represif belum berjalan optimal, sedangkan dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum belum 

sepenuhnya berfungsi sebagai sarana untuk memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena 

itu, reformasi hukum ketenagakerjaan harus diarahkan pada penguatan aspek implementatif, harmonisasi regulasi 

lintas sektor, dan penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. 

Secara konseptual, perlindungan hak maternitas bukan sekadar instrumen hukum untuk menjamin 

kepastian, tetapi juga instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap 

martabat manusia. Praktik pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan hamil tidak hanya melanggar hukum 

nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika universal dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, 

penegakan hak maternitas memiliki nilai strategis bagi pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada 

aspek kesetaraan gender dan kesehatan ibu. 

Dengan demikian, perlindungan maternitas harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara 

negara, dunia  usaha,  dan  masyarakat. Negara  wajib  menjamin keberlakuan hukum yang  efektif,  pengusaha 

perlu menjadikan perlindungan maternitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika bisnis, sementara 

masyarakat harus membangun budaya hukum yang menghormati peran dan martabat perempuan. Kolaborasi 

ketiga unsur ini menjadi prasyarat utama agar hukum tidak hanya hidup dalam teks, tetapi hadir nyata dalam 

kehidupan sosial sebagai hukum yang adil, manusiawi, berkeadilan gender, dan berkelanjutan. 
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